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Salinan P U T U S A N

Nomor 257/Pdt.G/2024/PA.Bji

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

PENGADILAN AGAMA BINJAI

Memeriksa dan mengadili perkara perdata pada tingkat pertama dalam sidang

Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara:

Penggugat,  tempat/tangal  lahir  Binjai/04  Juli  1987,  umur  36  tahun,  agama

Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Mengurus Rumah

Tangga,  tempat  kediaman  di  Kota  Binjai,  sebagai

Penggugat;

melawan

Tergugat, tempat/tangal  lahir  Tg  Jati/08  Desember  1978,  umur  45  tahun,

agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Wiraswasta,

tempat kediaman di Dahulu tinggal di alamat Dusun

XIII  Tanjung  Jati,  namun  sekarang  tidak  diketahui

keberadaanya  (GHOIB)   sesuai  surat  Keterangan

Nomor  474.2-/TG/IV/2024,  Desa  Tanjung  Jati,

Kecamatan  Binjai,  Kabupaten.  Langkat,  sebagai

Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat;

Telah memeriksa alat-alat bukti Penggugat;

DUDUK PERKARA

Bahwa  Penggugat dengan  surat  gugatannya  yang  terdaftar  di

Kepaniteraan  Pengadilan  Agama  Binjai  dalam  register  perkara  Nomor

257/Pdt.G/2024/PA.Bji tanggal 29 April 2024, mengemukakan hal-hal sebagai

berikut:
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1. Bahwa pada tanggal 28 Juli 2009, Penggugat dan Tergugat telah

melangsungkan  pernikahan  yang  dicatat  oleh  Pegawai  Pencatat  Nikah

pada Kantor  Urusan Agama (KUA) Kecamatan Binjai  Barat,  Kota Binjai,

Sumatera Utara, sebagaimana sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor :

268/7/VIII/2009, tertanggal 04 Agustus 2009;  

2. Bahwa  setelah  menikah,  Penggugat  dan  Tergugat  tinggal

bersama di  rumah orang  tua  Tergugat  selama 7  bulan,  Penggugat  dan

tergugat  telah  sudah  melakukan  berhubungan  layaknya  suami  (Ba'da

Dukhul) dan sudah di karuniai 1 anak yang bernama : ANAK usia 13 tahun;

3. Bahwa sejak  Oktober  2015 keadaan  rumah tangga  Penggugat

dan  Tergugat  mulai  tidak  harmonis  disebabkan  karena  Tergugat  kurang

memberi  nafkah  Tergugat  kurang  menghargai  Penggugat  selaku  istri

 Tergugat tidak ada kejujuran/Suka berbohong;   

4. Bahwa  puncak  perselisihan  dan  pertengkaran  terus  menerus

terjadi pada bulan April 2016 yang disebabkan Tergugat kurang memberi

nafkah, Tergugat kurang menghargai Penggugat selaku istri, Tergugat tidak

ada  kejujuran/Suka  berbohong  Tergugat  tidak  ada  kabar,  dan  sekarang

Penggugat dan Tergugat tidak satu rumah sebagaimana alamat Penggugat

dan Tergugat di atas;  

5. Bahwa  pihak  keluarga  telah  berusaha  memberi  nasehat,  akan

tetapi tidak berhasil  karena Penggugat tetap pada prinsip untuk bercerai

karena Tergugat sudah tidak mempunyai i'tikad baik lagi untuk menjalankan

kehidupan rumah tangga 

6. Bahwa,  Tergugat  telah  pergi  meninggalkan  Penggugat  hingga

sekarang tanpa alasan yang jelas dan sah dan selama itu Tergugat tidak

pernah pulang dan tidak pernah kirim kabar serta tidak diketahui alamatnya

yang  jelas  dan  pasti  di  wilayah  Republik  Indonesia  (GHOIB)  sesuari 

surat  Keterangan  Nomor : 474.2-/TG/IV/2024 yang dikeluarkan oleh Desa

Tanjung Jati Tertanggal 23 April 2024;  

7. Bahwa  berdasarkan  dalil-dalil  di  atas,  telah  cukup  alasan  bagi

Penggugat untuk mengajukan Gugatan ini sebagaimana dimaksud dalam

Pasal 19 Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975, dan untuk itu Penggugat
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mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Binjai  kiranya berkenan

menerima dan memeriksa perkara ini;  

8. Bahwa Penggugat sanggup membayar biaya yang timbul dalam

perkara ini;  

 Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Penggugat mohon kepada

Majelis  Hakim  untuk  menjatuhkan  putusan  yang  amarnya  berbunyi  sebagai

berikut:

Primer

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat seluruhnya; 

2. Menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat (Tergugat) 

terhadap Penggugat (Penggugat); 

3. Membebankan biaya perkara ini sesuai peraturan yang berlaku;   

 Subsider:

Jika Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex 

aequo et bono); 

Bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat datang

menghadap sendiri di persidangan, sedangkan Tergugat tidak pernah datang

menghadap  dan tidak  pula  menyuruh  orang  lain  untuk  menghadap sebagai

wakil atau kuasanya yang sah, meskipun telah di panggil melalui pengumuman

Radio  RPC  Kota  Binjai  dan  tidak  ternyata  ketidakhadirannya  tersebut

disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka perkara ini diperiksa tanpa

hadirnya Tergugat;

Bahwa Majelis Hakim dalam persidangan telah berusaha mendamaikan

dengan jalan memberikan nasihat kepada Penggugat agar bersabar dan tetap

mempertahankan  keutuhan  rumah  tangganya  dengan  Tergugat,  akan  tetapi

tidak  berhasil.  Sedangkan  usaha  damai  melalui  proses  mediasi  tidak  dapat

dilaksanakan karena Tergugat tidak pernah datang menghadap ke persidangan;

Bahwa selanjutnya pemeriksaan perkara dilakukan dalam sidang tertutup

untuk umum dengan terlebih dahulu dibacakan surat gugatan Penggugat yang

isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa  untuk  menguatkan  dalil-dalil  gugatannya,  Penggugat  telah

menyerahkan  alat  bukti  surat  berupa:  Fotokopi  Kutipan  Akta  Nikah  yang
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dikeluarkan oleh KUA Binjai Barat Kota Binjai Provinsi Sumatera Utara tanggal

04  Agustus  2009  nomor  268/7/VIII/2009,  yang  telah  dilegalisir  serta  telah

dibubuhi materai secukupnya (nazzegelen), lalu Majelis Hakim mencocokkan

dengan aslinya, ternyata sesuai, selanjutnya Ketua Majelis memberi tanda P;

Bahwa  Penggugat  juga  telah  menghadirkan  2  (dua)  orang  saksi  ke

persidangan,  hal  mana  saksi-saksi  tersebut  di  bawah  sumpahnya  telah

memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. SAKSI I, umur 52 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Ibu

Rumah Tangga, alamat Kab. Deli serdang, menerangkan:

 Bahwa saksi kenal Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah

Bibi Penggugat;

 Bahwa  Penggugat  dan  Tergugat  adalah  pasangan  suami  istri

yang telah menikah dan selama pernikahan mereka telah dikaruniai  1

orang anak;

 Bahwa  Penggugat  dan  Tergugat  terakhir  tinggal  bersama  di

rumah Orang Tua Tergugat;

 Bahwa sepengetahuan saksi rumah tangga antara Penggugat dan

Tergugat awalnya dalam keadan harmonis, namun sejak Oktober 2015

rumah tangga mereka sudah mulai tidak harmonis dan sering bertengkar

hal  ini  disebabkan Tergugat kurang memberi  nafkah, Tergugat  kurang

menghargai  Penggugat selaku istri,  Tergugat tidak ada kejujuran/Suka

berbohong Tergugat tidak ada kabar;

 Bahwa benar antara Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah

sejak sejak April 2016;

 Bahwa saksi pernah melihat dan mendengar langsung Penggugat

dan Tergugat bertengkar;

 Bahwa  keberadaan  Tergugat  sudah  tidak  diketahui  lagi  dan

Penggugat telah mencari Tergugat namun tidak ditemukan;

 Bahwa  saksi  sudah  berusaha  mendamaikan  Penggugat  dan

Tergugat  tetapi  tidak  berhasil,  dan  saksi  sudah  tidak  sanggup  lagi

mendamaikan kedua belah pihak;
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2. SAKSI II, umur 39 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Ibu

Rumah Tangga, alamat Kota Binjai, menerangkan: 

 Bahwa saksi kenal Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah

Teman Penggugat;

 Bahwa  Penggugat  dan  Tergugat  adalah  pasangan  suami  istri

yang telah menikah dan selama pernikahan mereka telah dikaruniai  1

orang anak;

 Bahwa  Penggugat  dan  Tergugat  terakhir  tinggal  bersama  di

rumah Orang Tua Tergugat;

 Bahwa sepengetahuan saksi rumah tangga antara Penggugat dan

Tergugat awalnya dalam keadan harmonis, namun sejak Oktober 2015

rumah tangga mereka sudah mulai tidak harmonis dan sering bertengkar

hal  ini  disebabkan Tergugat kurang memberi  nafkah, Tergugat  kurang

menghargai  Penggugat selaku istri,  Tergugat tidak ada kejujuran/Suka

berbohong Tergugat tidak ada kabar;

 Bahwa benar antara Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah

sejak sejak 8 tahun yang lalu;

 Bahwa saksi pernah melihat dan mendengar langsung Penggugat

dan Tergugat bertengkar;

 Bahwa  keberadaan  Tergugat  sudah  tidak  diketahui  lagi  dan

Penggugat telah mencari Tergugat namun tidak ditemukan;

 Bahwa  saksi  sudah  berusaha  mendamaikan  Penggugat  dan

Tergugat  tetapi  tidak  berhasil,  dan  saksi  sudah  tidak  sanggup  lagi

mendamaikan kedua belah pihak;

Bahwa  Penggugat  tidak  keberatan  dengan  keterangan  para  saksi

tersebut  dan  menyampaikan  kesimpulannya,  tetap  pada  gugatannya  serta

memohon kepada Majelis Hakim untuk segera menjatuhkan putusannya;

Bahwa untuk  mempersingkat  uraian  putusan ini  segala  sesuatu  yang

terjadi  dalam  persidangan  sebagaimana  yang  termuat  dalam  berita  acara

merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM
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Menimbang,  bahwa  maksud  dan  tujuan  gugatan  Penggugat  adalah

sebagaimana diuraikan diatas;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan pokok perkara Majelis

Hakim  terlebih  dahulu  akan  mempertimbangkan  kewenangan  Pengadilan

Agama Binjai untuk memeriksa dan mengadili perkara a quo;

Menimbang,  bahwa perkara yang diajukan Penggugat  pada pokoknya

adalah gugatan perceraian,  berdasarkan ketentuan Pasal  49 huruf  a  berikut

penjelasan Pasal  49 huruf a angka 9 Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006

yang  telah  diubah  dengan  Undang-undang  Nomor  50  Tahun  2009,  maka

Pengadilan Agama berwenang menerima dan memeriksa perkara a quo;

Menimbang,  bahwa  berdasarkan  gugatan  Penggugat  yang  bertempat

tinggal di wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Binjai dan status Penggugat dan

Tergugat yang merupakan suami istri, sebagaimana ketentuan Pasal 49 ayat

(1) dan (2) jo. Pasal 73 Undang-Undang No. 7 Tahun 1989 sebagaimana telah

diubah  dengan  Undang-Undang  No.  3  Tahun  2006  dan  perubahan  kedua

dengan Undang-Undang No.  50  tahun 2009  jo.  Pasal  63  ayat  (1)  Undang-

Undang No. 1 Tahun 1974  jo. Pasal 20 ayat (1) Peraturan Pemerintah No. 9

Tahun 1975  jo. Pasal 132 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, maka Pengadilan

Agama Binjai berwenang memeriksa, mengadili, dan memutus perkara a quo;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil Penggugat, para pihak dalam

perkara  a quo merupakan suami dan istri  yang sah yang telah terikat dalam

perkawinan yang tercatat di Kantor Urusan Agama, oleh karena itu Penggugat

memiliki  hubungan  hukum  dengan  Tergugat  selaku  suami  istri,  dengan

demikian Penggugat memiliki hak (legal standing) untuk mengajukan gugatan a

quo;

Menimbang, bahwa pemanggilan kepada Penggugat untuk menghadap

ke persidangan telah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan Pasal 145 R.Bg

dengan demikian pemanggilan tersebut dinyatakan sah;

Menimbang,  bahwa  Penggugat  menerangkan  Tergugat  telah  tidak

diketahui  lagi  keberadaannya  di  wilayah  Indonesia  oleh  karena  itu  Majelis

Hakim berkesimpulan bahwa Tergugat telah tidak diketahui lagi alamat dengan

pasti di wilayah Negara Republik Indonesia (gaib) maka pemanggilan kepada
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Tergugat  melalui  medias  massa  (siaran  radio)  sebagaimana  ketentuan

pemanggilan  Tergugat  tersebut  dimuat  dalam  Buku  II  tentang  Pedoman

Pelaksanaan  Tugas  dan  Adminstrasi  Peradilan  Agama,  dengan  demikian

pemanggilan tersebut dinyatakan sah;

Menimbang,  bahwa  perkara  cerai  gugat  adalah  termasuk  sengketa

perdata yang menurut Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Nomor 1 Tahun

2016 wajib terlebih dahulu diupayakan perdamaian dengan bantuan mediator,

namun  oleh  karena  Tergugat  tidak  pernah  hadir  dalam  persidangan  maka

Majelis Hakim merasa cukup beralasan untuk tidak menunjuk Mediator dalam

upaya perdamaian,  hal  ini  sesuai  dengan maksud Pasal  4  ayat  (2)  huruf  b

Perma Nomor 1 Tahun 2016;

Menimbang, bahwa yang menjadi dalil pokok gugatan Penggugat yang

harus dibuktikan kebenarannya di depan persidangan sesuai dengan isi posita

gugatannya adalah bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat

sudah  tidak  rukun  dan  tidak  harmonis,  sering  terjadi  perselisihan  dan

pertengkaran diantara mereka,  sehingga tidak ada harapan lagi  untuk hidup

rukun dalam rumah tangga mereka;

Menimbang,  bahwa  atas  gugatan  Penggugat  tersebut  Tergugat  tidak

dapat  diminta  keterangannya  karena  Tergugat  tidak  pernah  hadir  di

persidangan, dan tidak pula menyuruh orang lain untuk hadir di persidangan

sebagai kuasanya;

Menimbang,  bahwa  guna  meneguhkan  dalil-dalil  gugatan,  Penggugat

telah  mengajukan  alat  bukti  tertulis  dan  alat  bukti  saksi  yang  penilaiannya

sebagai berikut;

Menimbang,  bahwa  surat  bukti  P  yang  diajukan  Penggugat  berupa

fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 268/7/VIII/2009 tanggal 04 Agustus 2009

yang dikeluarkan oleh KUA Binjai  Barat Kota Binjai Provinsi Sumatera Utara

alat bukti tersebut telah bermeterai cukup serta telah dinazegelen di kantor pos,

hal  mana sesuai  dengan maksud Pasal  3  ayat  (1)  Undang-Undang No.  10

Tahun 2020 tentang Bea Meterai  jo Pasal 1868 dan Pasal 1888 KUHPerdata,

maka alat bukti tersebut harus dinyatakan sah dan berharga oleh karenanya

dapat diterima sebagai alat bukti;
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Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P yang diajukan oleh Penggugat

terbukti antara Penggugat dan Tergugat sebagai suami isteri yang telah terikat

perkawinan sejak tanggal 28 Juli 2009;

Menimbang,  bahwa  selain  itu  Majelis  Hakim  telah  mendengarkan

keterangan saksi-saksi sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa saksi-saksi yang diajukan oleh Penggugat bukanlah

orang yang terlarang untuk menjadi seorang saksi  sebagaimana yang diatur

dalam Pasal  172 R.Bg  jo Pasal  22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9

Tahun  1975  tentang  Pelaksanaan  Undang-Undang  Nomor  1  Tahun  1974

tentang  Perkawinan,  saksi  yang  diajukan  oleh  Penggugat  sudah  dewasa

sehingga dapat memberikan keterangannya di depan sidang Pengadilan, saksi-

saksi telah disumpah sesuai dengan tata cara agamanya sebagaimana diatur

dalam Pasal 175 R.Bg, sehingga saksi-saksi Penggugat telah memenuhi syarat

formil alat bukti saksi;

Menimbang,  bahwa  terhadap  keterangan  yang  diberikan  saksi

merupakan  keterangan  yang  berdasarkan  atas  pengetahuannya,  saling

berkaitan satu sama lain dan relevan terhadap dalil-dalil  gugatan Penggugat

tentang  terjadinya  perselisihan  dan  pertengkaran  dan  upaya  damai  yang

dilakukan  keluarga  untuk  rukun  kembali  juga  tidak  berhasil,  sehingga

keterangan saksi-saksi  tersebut telah memenuhi  syarat  materil  sebagaimana

dikehendaki Pasal 308 ayat (1) dan Pasal 309 R.Bg jo Pasal 1907 ayat (1) dan

Pasal  1908  KUHPerdata,  oleh  karenanya  keterangan  kedua  saksi  tersebut

memiliki nilai pembuktian;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi tersebut di atas

dihubungkan dengan dalil gugatan Penggugat serta ketidakhadiran Tergugat di

persidangan,  Majelis  Hakim  menemukan  fakta  bahwa  terbukti  antara

Penggugat dan Tergugat sering terjadi pertengkaran yang terus menerus sejak

Oktober  2015  yang  disebabkan  oleh  Tergugat  kurang  memberi  nafkah,

Tergugat  kurang  menghargai  Penggugat  selaku  istri,  Tergugat  tidak  ada

kejujuran/Suka  berbohong  Tergugat  tidak  ada  kabar  sehingga  antara

Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah kurang lebih sejak sejak April 2016
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sampai sekarang hingga Tergugat sudah tidak diketahui lagi keberadaannya di

wilayah negara Republik Indonesia;

Menimbang,  bahwa  berdasarkan  fakta  hukum  di  atas,  maka  petitum

gugatan Penggugat nomor 2 tentang jatuhnya talak bain sughro Tergugat atas

diri Penggugat dapat dipertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang,  bahwa  pernikahan  adalah  suatu ikatan  yang  kuat

(mitsaaqon  gholiidhan) yang  memiliki  nilai  ibadah  untuk  memenuhi  perintah

Allah SWT dengan tujuan mewujudkan keluarga yang sakinah, mawaddah dan

rahmah  sebagaimana  tujuan  hukum  Islam  maupun  hukum  positif  (Pasal  1

Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 juncto Pasal 3 Buku I Kompilasi Hukum

Islam); 

Menimbang,  bahwa  berdasarkan hasil  rapat  pleno kamar  tahun 2013

yang diberlakukan sebagai pedoman pelaksanaan tugas dengan SEMA nomor

4 tahun 2014 telah menyatakan bahwa rumah tangga sudah pecah (broken

marriage)  dengan indikator  antara lain:  sudah ada upaya damai  tetapi  tidak

berhasil, sudah tidak ada komunikasi yang baik antara suami istri, salah satu

pihak atau masing-masing pihak meninggalkan kewajibannya sebagai  suami

istri, telah terjadi pisah ranjang/tempat tinggal bersama dan hal-hal lain yang

ditemukan dalam persidangan (seperti  adanya konsumsi  narkoba,  main  judi

dan lain-lain);

Menimbang,  bahwa  setelah  memperhatikan kondisi  rumah  tangga

Penggugat  dengan  Tergugat  maka  Majelis  Hakim  menilai  keadaan  rumah

tangga kedua belah pihak telah memenuhi kriteria broken marriage atau retak

sedemikian  rupa,  tidak  terwujud  lagi  suatu  kehidupan  rumah  tangga  yang

sakinah mawaddah wa rahmah padahal salah satu unsur pernikahan adalah

ikatan  lahir  bathin  dan  apabila  unsur  tersebut  tidak  terwujud  lagi,  maka

sesungguhnya perkawinan tersebut  rapuh dan tidak  ada keharmonisan lagi,

dengan tetap  mempertahankan kondisi  yang sedemikian  rupa dikhawatirkan

akan timbul kemudhorotan yang lebih besar, padahal menolak mafsadat lebih

diutamakan  daripada  menarik  maslahat  hal  ini  sejalan  dengan  kaidah  fiqh

dalam kitab Al-Idhoh al Qowa’idul Fiqh yang disusun oleh Syekh Abdullahh bin
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Sa’id  Muhammad  ‘Ubbadi  Al  Lahji  halaman  44  baris  ke  19  yang  artinya

berbunyi :

المَصَالحِِ    دَ   جَلبِْ مِنْ أوَلْى رْءُالمَْفَاسِدِ  

“menolak mafsadat lebih diutamakan daripada menarik maslahat” 

sehingga  apabila  berkumpul  kemafsadatan  dengan  kemashlahatan  maka

diutamakan menolak mafsadatnya, selanjutnya pendapat tersebut diambil alih

sebagai pendapat Majelis dalam perkara ini; 

Menimbang, bahwa memperhatikan pendapat pakar hukum Islam dalam

Kitab  Al  Anwar  juz  II  halaman  55,  oleh  Majelis  Hakim  diangkat  sebagai

pendapat hukum artinya:

بالبينة          فا إثباته جاز غيبة أو توارى أو بتعزز تعزز ن

 Apabila  Tergugat  ta’azzuz  (membangkang)  atau  bersembunyi  atau

gha’ib, Hakim boleh menjatuhkan putusan berdasarkan pembuktian.

 Menimbang, bahwa selain itu  berselisih, cekcok, hidup berpisah, tidak

dalam satu tempat  kediaman bersama, salah satu pihak tidak berniat  untuk

meneruskan kehidupan bersama dengan pihak lain, hal itu adalah merupakan

fakta hukum yang cukup untuk alasan dalam suatu perceraian;

Menimbang,  bahwa berdasarkan pertimbangan di  atas  maka gugatan

Penggugat petitum nomor 2 tersebut dapat dikabulkan  dengan dijatuhkannya

talak Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 119 ayat (2) huruf (c) Kompilasi

Hukum Islam, perceraian antara Penggugat dan Tergugat terjadi dengan talak

satu ba'in shughra;

Menimbang, bahwa oleh karena ternyata Tergugat telah membangkang

terhadap panggilan Pengadilan, sedangkan gugatan Penggugat beralasan dan

tidak  melawan  hukum  maka  sesuai  ketentuan  Pasal  149  angka  1  R.Bg

Tergugat yang tidak datang menghadap di persidangan harus dinyatakan tidak

hadir dan gugatan Penggugat dikabulkan dengan verstek;

Menimbang,  bahwa  karena  perkara  ini  termasuk  bidang  perkawinan,

sesuai  dengan  Pasal  89  ayat  (1)  Undang  Undang  Nomor  7  Tahun  1989

sebagaimana  telah  diubah  dengan  Undang  Undang  Nomor  3  tahun  2006
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juncto Undang Undang Nomor 50 tahun 2009, maka seluruh biaya yang timbul

dalam perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat  akan  segala  peraturan  perundang-undangan  yang  berlaku

dan ketentuan-ketentuan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil  secara resmi dan patut

untuk menghadap di persidangan tidak hadir;

2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;

3. Menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat (Tergugat) terhadap

Penggugat (Penggugat);

4. Membebankan kepada Penggugat  untuk  membayar  biaya perkara

sejumlah Rp.815.000,- (delapan ratus lima belas ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan

Agama Binjai pada hari Senin tanggal  2 September 2024  Masehi bertepatan

dengan tanggal 28 Shafar 1446 Hijriah, oleh kami H. Abdul Gani Syafii, S.H.I.,

M.H. sebagai  Ketua  Majelis,  Nur  Khozin  Maki,  S.H.I.,  M.H. dan  Berliana

Nasution,  S.H.,  M.H., masing-masing  sebagai  Hakim  Anggota,  putusan

tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh

Ketua Majelis didampingi Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh  Selamat,

S.H. sebagai  Panitera  Pengganti,  dihadiri  oleh  Penggugat  tanpa  hadirnya

Tergugat;

Hakim Anggota 

Nur Khozin Maki, S.H.I., M.H.

Berliana Nasution, S.H., M.H.

Ketua Majelis,

H. Abdul Gani Syafii, S.H.I., M.H.

Panitera Pengganti,
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Selamat, S.H.

Perincian biaya :

-  Pendaftaran : Rp 30.000,-

-  Biaya Proses : Rp 50.000,-

-  Panggilan : Rp 510.000,-

-  PNBP Panggilan : Rp 20.000,-

-  Redaksi : Rp 10.000,-

-  Meterai : Rp 10.000,-

-  PBT Putusan : Rp 175.000,-

-  PNBP PBT : Rp               10.000  ,-  

J u m l a h : Rp 815.000,-

(delapan ratus lima belas ribu rupiah);
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